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PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

~ PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR : 9 TAHUN 2005

TENTANG
PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
. A BUPATI MINAHASA SELATAN,

Meaimbang : a. L)ahWa Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang penting
guna  membiayai penyelenggaraan  pemerintahan  dan
pembangunan daerah;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000,
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah aan Retribusi Daerah, maka Pajak Restoran

perlu dibentuk;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan .s‘ébaga.imana dimaksﬁd‘mhdr_'ﬁfmé',
perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran.

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,

-

. Mengingat

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32097,

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

| 3685) sebagaimana tefah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
‘Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomér 246, Tambahan
Lembéran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
{Lembaran Negara Republik Indonesia Téhun 2002 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupatén Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi
Sulawesi Utara {Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 30 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan PerUndang-Undangan (Lembarén Negara Republik
Indonesia _TahL;n 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389 ); |
Undang-Und.a'ng Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah  Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republiik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah ;
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12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;

13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah

dan Pendapatan Lain-iain.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Me

dan
BUPATI MINAHASA SELATAN

MEMUTUSKAN :

ﬁétapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

a.
b.

Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan;

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa

.Selatan;

noooa o

Pemerintah Daerah adalah Pemérintah Kabupaten Minahasa Selatan;

Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Sefatan sefanjutnya disebut Bupati;

Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan;

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah

sesuai Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,

- perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah

dengan nama atau bentuk apapun perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan,

- atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta

bentuk badan usaha lainnya;

. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas

penjualan makanan dan minuman di restoran, Rumah Makan dan yang sejenisnya;



i. Restoran atau rumah inakan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman

- yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau
Cafering;

j. - Pengusaha Restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha

Restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atau nama pihak lain yang
menjadi tanggungannya; ,

k. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang
oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran
Pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan atau harta dan kewajiban,

~menurut ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan Perpajakan Daerah;

| Surat Setoran Pajak yang disingkat .SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke

w Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati;

m. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak

~ yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;

n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah
sﬁjrat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang,
jumlah kredit Pajak, jumiah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi
administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

0. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang disingkat SKPDKBT,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumiah Pajak yang
telah ditetapkan;

p. Surat Kétetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKPDLB, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumiah kelebihan pembayaran Pajak karena
jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang tertuang atau tidak seharusnya
tértuang;

g. Surat Ketetapan Pajak D;\eréh Nihif, yang disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit
Pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; ..

r. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan
fagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau Denda;

s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan mengolah

data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
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per-pajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peFéturan perUndang-Undangan perpajakan daerah.
o BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

L]

Pasal 2

‘Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas setiap pelayanan di Restoran dan

yang sejenisnya.

Obyek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di

Restoran.

Obyek Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini meliputi :

a.Penjualan makanan dan atau minuman ditempat yang disertai dengan fasilitas
penyantapnya;

b.Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di Restoran.

Dikecualikan dari objek Pajak ini adalah :

a. Penyelenggaraan jasa boga / katering;

b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya

tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas
jasa restoran dan sejenisnya.

Waijib paja.k adalah Pengusaha Restoran dan sejenisnya.

Setiap Pengusaha Restorér: ménggﬁﬁékan/hwenyiapkan Bifl atau nota pembayaran
yang wajib diperforasi dan atau di cap yang sah oleh pejabat.

Kewajiban vyang dimaksud pada ayat (3) pasal ini dikecualikan bagi pengusaha

yang dikenakan dengan penetapan secara jabatan.

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran dan

sejenisnya.




